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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penulis menyimpulkan bahwa  

1. Pengaturan normatif mengenai hak PPPK Paruh Waktu masih sangat 

terbatas, karena baru diatur didalam KepmenPANRB No.16 Tahun 

2025. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah 

menerapkan pengaturan PPPK bagi PPPK Paruh Waktu dengan 

sejumlah penyesuaian. PPPK Paruh Waktu telah memperoleh 

sebagian besar hak ASN, seperti hak atas penghasilan berupa upah, 

cuti, pengembangan kompetensi, jaminan sosial, serta bantuan 

hukum. Namun demikian, pemenuhan hak-hak tersebut dalam 

praktik masih menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar 

daerah. Hal ini disebabkan karena dalam KepmenPANRB No. 16 

Tahun 2025 upah PPPK diatur paling sedikit sama saat menjadi 

pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku 

di suatu wilayah. Sehingga implementasinya sangat bergantung 

pada kebijakan dan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah 

daerah. Kondisi tersebut berdampak pada tidak seragamnya besaran 

upah, serta kepastian keberlanjutan hubungan kerja, yang pada 

 

 



46 
 

akhirnya menempatkan PPPK Paruh Waktu dalam posisi hukum 

yang relatif rentan. 

2. Pengaturan mengenai hak PPPK Paruh Waktu pada prinsipnya telah 

sejalan dengan ketentuan UU ASN, khususnya dalam hal pengakuan 

status sebagai ASN, hak atas cuti, pengembangan kompetensi, serta 

bantuan hukum. Namun demikian, penentuan besaran penghasilan 

yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah 

berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda antar daerah 

terhadap PPPK Paruh Waktu, sehingga tidak mencerminkan asas 

kesetaraan dan kepastian hukum. PPPK Paruh Waktu juga tidak 

mendapatkan tunjangan yang diterima oleh PPPK pada umumnya. 

Selain itu, meskipun ketiadaan jaminan pensiun juga dialami oleh 

PPPK pada umumnya, kondisi ini tetap menunjukkan terbatasnya 

perlindungan jangka panjang bagi PPPK. Tidak adanya jaminan 

perpanjangan kontrak meskipun kinerja telah terpenuhi semakin 

memperlemah pemenuhan asas keadilan dan kepastian hukum, 

sehingga secara keseluruhan perlindungan hukum bagi PPPK Paruh 

Waktu masih belum optimal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah  
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sepatutnya dicabut, karena 

keberadaannya tidak hanya bersifat kebijakan administratif 

sementara, tetapi juga secara nyata mereduksi hak PPPK Paruh 

Waktu yang merupakan ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN. 

Skema PPPK Paruh Waktu telah menciptakan kategori ASN dengan 

pemenuhan hak yang lebih rendah, padahal UU ASN secara tegas 

menghendaki penyamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

antara PNS dan PPPK.  

Apabila pemerintah tetap berkehendak untuk mempertahankan 

skema PPPK Paruh Waktu, pemenuhan hak-hak PPPK Paruh Waktu 

wajib disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan UU ASN. 

Pengaturan mengenai PPPK Paruh Waktu harus dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan, agar memiliki daya ikat umum dan 

memberikan kepastian hukum bagi PPPK Paruh Waktu. 

2. Bagi Pegawai PPPK Paruh Waktu 

PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat memahami secara utuh hak 

dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PPPK 

Paruh Waktu perlu aktif meningkatkan kompetensi dan kinerja 

sebagai dasar pertimbangan objektif dalam perpanjangan kontrak 

maupun pengangkatan menjadi PPPK. Apabila terjadi pelanggaran 
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hak, PPPK Paruh Waktu juga perlu memanfaatkan mekanisme 

perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui upaya 

administratif, gugatan ke pengadilan maupun pengaduan kepada 

lembaga pengawas. 

3. Bagi Lembaga/Badan Pengawas KASN dan ORI 

KASN dan Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat 

memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan PPPK Paruh Waktu, khususnya dalam 

memastikan pemenuhan hak secara adil dan tidak diskriminatif. 

KASN dan Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat 

berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan eksternal 

terhadap potensi maladministrasi atas hak-hak PPPK Paruh Waktu. 
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